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PENDAHULUAN

Asuransi menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi risiko yang mungkin dapat
menimbulkan kerugian atas harta kekayaan atau jiwa seseorang dengan cara mengalihkan pada
perusahaan asuransi. * Dalam kehidupan manusia pasti akan menghadapi risiko, risiko dapat
berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (probability).
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengemukakan, “Risiko, risico (Bld), risk (Ing), kewajiban
menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat sesuatu peristiwa di luar kesalahannya,
yang menimpa barang yang akan menjadi objek perjanjian.”

Secara normatif terminologi lembaga asuransi antara lain dapat ditemui dalam Pasal
1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang mengatur sebagai berikut: “Suatu
persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung
ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian
yang belum pasti. Demikianlah: persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian,
dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang.”

! Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2006), Cet IV, hal 12-13. Lihat

juga Muhammad Alfi, dkk, Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi,

(Semarang: Diponegoro Law Journal, Vol. 6, Nomor 1, Tahun 2017, hal. 2.

2 Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi

2, (Yogyakarta:BPFE, 1995).



Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu
usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi
asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap
timbulnya kerugian karena suatu pristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau
meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang
menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria.’

Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.*
Sebagaimana bentuk perjanjian, terdapat perusahaan asuransi melakukan wanprestasi yaitu
gagal bayar terhadap nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut dimana fugsi pengawasan
terhadap jalannya perusahaan ini. Sebagaimana dipahami bahwa fungsi pengawasan terhadap
perusahaan asuransi adalah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, dalam hal ini sebagai
lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian, berfungsi untuk mewujudkan
sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam konsideran menimbang Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan bahwa untuk
mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,
diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasca diundangkan Undang-Undang OJK telah terjadi peralihan fungsi pengaturan dan
pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke OJK. Pasal 55 ayat
(1) Undang-Undang OJK berbunyi sebagai berikut:

“Sejak tanggal 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari
Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuagan ke
OJK.”

Untuk itu dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Fungsi Otoritas Jasa
Keuangan dalam Pengawasan Asuransi secara normatif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian.

3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 nomor 7.
4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian,
Pasal 1 nomor 2.
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Il. PERMASALAHAN
1. Bagaimana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Apa saja fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait asuransi?
3. Bagaimana mekanisme laporan berkala perusahaan asuransi pada Otoritas Jasa Keuangan?

111.PEMBAHASAN
1. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia sebelum adanya
Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan
Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Bl mengatur dan mengawasi
sektor Perbankan, sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal
dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa
Keuangan lainnya. Pembentukan OJK ini menyebabkan kewenangan-kewenangan tersebut
beralih dari Bl dan Bapepam-LK ke OJK, sehingga Bl hanya memiliki kewenangan di
bidang kebijakan moneter saja, sedangkan Bapepam-LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi
di bawah Kementerian Keuangan.®

Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan.® OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan
mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta
mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. ’ Dengan pembentukan
OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan
secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK
harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia,
pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap
mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas,
pertanggungajawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness).

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. OJK dapat
mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

5 Hesty D. Lestari, Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pegaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan,
(Jakarta:Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012, hal. 1.

6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 nomor 1.

7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4.

8 https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx, diakses tanggal 10 Maret 2020.
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dibentuk sesuai dengan kebutuhan. ° Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri

jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta

mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang

berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.*® Misi OJK adalah:

a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara
teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta;

c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi
2.1 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. ' OJK
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap®?:
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan,
dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

2.2 Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian,

OJK mempunyai wewenang*®:

Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap

Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada
Lembaga Jasa Keuangan;

-~ Do o0 0 T o

9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 3.
10 https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx

11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.
12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6.
13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8.
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h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

I. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang#:

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala
Eksekutif;

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan
tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan
jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan;

d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
tertentu;

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan

h. Memberikan dan/atau mencabut:

1) Izin usaha;

2) lzin orang perseorangan;

3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;

4) Surat tanda terdaftar;

5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;

6) Pengesahan;

7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8) Penetapan lain.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan
tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi®®:
a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor
jasa keuangan, layanan, dan produknya;

14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9.
15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28.
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b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila
kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.

OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi®:

a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen
yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan;

c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di
Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor
jasa keuangan.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan

pembelaan hukum, yang meliputi®’:

a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa
Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga
Jasa Keuangan dimaksud;

b. Mengajukan gugatan;

1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari
pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan
pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan
pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian
pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.
Hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang
dirugikan.®

16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 29.
17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 30 ayat (1).
18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 30 ayat (2).
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2.3 Wewenang di Bidang Penyidikan
Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan
sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.'® Pegawai
negeri tersebut dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.?° Penyidik Pegawali

Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai
kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan.??

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan wewenang?®:

a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana di sektor jasa keuangan;

b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di sektor jasa keuangan;

c. Melakukan penelitian terhadap setiap orang yang diduga melakukan atau terlibat
dalam tindak pidana di sector jasa keuangan;

d. Memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang
yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa
keuangan;

e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di sektor jasa keuangan;

f. Melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang
yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;

g. Meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada
penyelenggara jasa telekomunikasi;

h. Dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan
pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Meminta bantuan aparat penegak hukum lain;

1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49 ayat (1)
20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49 ayat (2)
21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 50 ayat (1)
22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 50 ayat (2)
23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 49 ayat (3)
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J. Meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan
atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;

k. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga
melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;

I.  Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
sektor jasa keuangan;

m. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan;

3. Mekanisme Laporan Berkala Perusahaan Asuransi pada Otoritas Jasa Keuangan dan
Sanksi Administratif
3.1 Laporan Berkala Perusahaan Asuransi pada Otoritas Jasa Keuangan
Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas

Jasa Keuangan berupa?*:

a. Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Lain yang
disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan
penyampaian pelaporan dimaksud; dan

b. Laporan Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 30 April tahun berikutnya.
Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir
penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

3.2 Sanksi Administratif
Perusahaan Perasuransian yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan

Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (yang
dilakukan secara bertahap) berupa?:
a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
c. Pencabutan izin usaha.
Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi,
Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah, keterlambatan penyampaian Laporan

24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian,
Pasal 8 ayat (1) dan (2).

25 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian,
Pasal 9 ayat (1) dan (2).
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Triwulan dan Laporan Tahunan bagi aspek keuangan, selain sanksi administratif dikenakan
sanksi tambahan berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.®

V. Kesimpulan
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu
melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK dibentuk dan dilandasi dengan
prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas,
pertanggungajawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). OJK  berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan
terhadap :
a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian, OJK
mempunyai wewenang :

Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga

Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

0. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga
Jasa Keuangan;

-~ o o0 T

26 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian,
Pasal 9 ayat (3).

Seksi Informasi Hukum — Ditama Binbangkum 2020



10

Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan
menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang :

a.
b.
C.

@ ~ oo

Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan
lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa
keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa
keuangan;
Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
Melakukan penunjukan pengelola statuter;
Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
Memberikan dan/atau mencabut:
1) lzin usaha;
2) lzin orang perseorangan;
3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
4) Surat tanda terdaftar;
5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6) Pengesahan;
7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8) Penetapan lain.

Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas

Jasa Keuangan berupa:

a. Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Lain yang
disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan
penyampaian pelaporan dimaksud; dan

b. Laporan Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 30 April tahun berikutnya.
Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir
penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya
Perusahaan Perasuransian yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala

secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
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dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (yang dilakukan
secara bertahap) berupa?’:

a. Peringatan tertulis;

b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau

c. Pencabutan izin usaha.

27 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian,
Pasal 9 ayat (1) dan (2).
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